
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 43 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS   

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA BANTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa pengelolaan tenaga bantu di lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Tenaga Bantu; 

  b. bahwa terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga 

Bantu;  

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 
SALINAN 



  2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

 



6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 74); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG 

PENGELOLAAN TENAGA BANTU.  

 

Pasal I 

  Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Bantu (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 74) diubah sehingga Pasal 

23 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

(1) Perangkat Daerah/UPT membayarkan gaji 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a 

kepada Tenaga Bantu setiap bulan. 

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:   

a. gaji pokok yang disetarakan dengan gaji PNS 0 

(nol) tahun sesuai dengan jenjang pendidikan;  

b. paling rendah sesuai dengan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota domisili tempat kerja pada 

tahun berjalan; dan 



c. dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak 

ditetapkan, berlaku Upah Minimum Provinsi pada 

tahun berjalan. 

(3) Pembayaran Gaji Tenaga Bantu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan: 

a. Keputusan Pengangkatan; dan  

b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kepala 

Perangkat Daerah/UPT.   

(4) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dihentikan apabila: 

a. Tenaga Bantu selesai melaksanakan masa kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan tidak 

diangkat kembali sebagai Tenaga Bantu;  

b. meninggal dunia; 

c. dinyatakan hilang dengan surat keterangan yang 

diterbitkan oleh pihak yang berwajib; 

d. diberhentikan sebelum masa kerja berakhir; atau 

e. mengundurkan diri. 

(5) Pembayaran dan penghentian gaji Tenaga Bantu 

menjadi kewenangan Perangkat Daerah/UPT tempat 

bekerja.  

(6) Besaran gaji Tenaga Bantu yang bekerja pada 

Perangkat Daerah/UPT di luar DIY, dapat 

mempertimbangkan upah minimum daerah tempat 

Tenaga Bantu bekerja. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 29 Juni 2020 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 29 Juni 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 43   

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd. 
 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


